LAGI, PEMERINTAH KABUPATEN BLORA BERSAMA PERUM BULOG
SALURKAN 890 TON BERAS

—

Pl SN

Sumber Gambar:
https.//jateng.tribunnews.com/2023/09/19/bersama-perum-bulog-pemkab-blora-salurkan-890-ton-beras-

kepada-warga-kurang-mampu

Isi Berita:

BLORA - Pemerintah Kabupaten Blora bersama Perum Bulog Gudang Blora, kembali
menyalurkan sekitar 890 ton cadangan beras pemerintah, untuk masyarakat kurang
mampu di seluruh wilayah Blora.

Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, sebelumnya, pihaknya bersama Perum
Bulog sudah menyalurkan cadangan beras sebanyak 929 ton pada tahap pertama, April
lalu.

Disampaikan, dari 893.330 kilogram beras itu, nantinya akan dibagikan kepada 89.330
keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Blora, yang berdasarkan data by name,
by address (BNBA), yang diterima Perum Bulog dari Bapanas. Tiap KPM akan menerima
sejumlah 10 kilogram beras.

“Dengan data tersebut, kami berharap, bantuan beras ini bisa tepat sasaran, sampai kepada
masyarakat Blora yang membutuhkan,” tutur Arief, Senin (18/9/2023).

Dirinya berharap, dengan adanya bantuan pangan yang berupa beras tersebut, bisa
membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dalam rangka memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari. Sehingga potensi kekurangan pangan bisa dikurangi.
Selain itu, lanjutnya, juga dapat membantu mengendalikan harga-harga, khususnya harga
beras. Karena salah satu indikator inflasi yang harus dijaga agar di wilayah Blora

senantiasa bisa stabil.
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Pada kesempatan tersebut, bupati juga memastikan ketersediaan pasokan beras di gudang
Bulog Tempellemahbang.(kom)
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Catatan :

e Untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam,
bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat, perlu penyaluran cadangan
pemerintah untuk pemberian bantuan pangan. pemerintah bertanggung jawab dalam
penyediaan dan penyaluran pangan sesuai kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin,
rawan pangan dan gizi maupun keadaan darurat.'

e Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan
Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.?

e Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam
mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan dan krisis
Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan
dan gizi, dan kerja sama internasional.?

e Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya disebut Perum BULOG,
adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki
negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang
menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang

tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.*

! Peraturan Badan Pangan Nasional No. 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah
untuk Pemberian Bantuan Pangan, bagian Konsideran

2 Ibid, Pasal 1 angka 2

3 Ibid, Pasal 1 angka 3

4 Ibid, Pasal 1 angka 5
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e Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangandilakukan untuk mengatasi:’
a. Kekurangan Pangan;
b. Gejolak harga Pangan;
c. Bencana alam;
d. Bencana sosial; dan/atau
e. Keadaan Darurat
e Penerima Bantuan Pangan terdiri dari:®
a. Masyarakat miskin; dan/atau
b. Masyarakat yang mengalami rawan Pangan dan gizi
e Jenis CPP yang disalurkan untuk pemberian Bantuan Pangan meliputi:
Beras
Bawang
Cabai
Daging ungags
Telur ungags
Daging ruminansia

Gula konsumsi
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Minyak goring; dan/atau

—

Ikan kembung

Dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan, Badan Pangan Nasional
dapat menugaskan:’

a. Perum BULOG:; dan /atau

b. BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan

Pendanaan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan bersumber pada:®
a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan

Pemantauan dan evaluasi penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan
dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Badan. Salah satu dari Tim
tersebut antara lain: organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau
menyelenggarakan fungsi di bidang sosial/pangan/pertanian.

Berdasarkan artikel tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Blora bekerja sama dengan

Badan Pangan Nasional, menyalurkan bantuan cadangan beras tersebut sebagai salah

5 Ibid, Pasal 2 ayat (1)

6 Ibid, Pasal 3 ayat (1)

7 Ibid, Pasal 7 ayat (1)

8 Ibid, Pasal 9
|
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satu langkah untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Pemerintah Kabupaten Blora
bersama Perum Bulog Gudang Blora, kembali menyalurkan sekitar 890 ton cadangan
beras pemerintah, untuk masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Blora
Disampaikan, dari 893.330 kilogram beras itu, nantinya akan dibagikan kepada 89.330
keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Blora, yang berdasarkan data by
name, by address (BNBA), yang diterima Perum Bulog dari Bapanas. Tiap KPM akan
menerima sejumlah 10 kilogram beras.

Disclaimer :
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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